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MOTTO 
 
“Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan, kau harus menciptakannya”  
(Chris Grosser) 
 
“Agar sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu 
untuk gagal” (Bill Cosby) 
 
“Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya 
kebodohan”  
(Imam Syafi’i) 
 
“Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S Al Baqarah : 286) 
 
“Life is like riding a bicycle  to keep your balance you must keep moving” 
(Albert Einstein) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S Al Insyirah : 5) 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine the effect of executive 
compensation, institutional ownership and financial derivatives on corporate tax 
avoidance listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2017. 
This study uses a quantitative approach. The sampling method in this 
study was purposive sampling. The data used is secondary data from the 
company's annual financial statements taken from www.idx.co.id. The sample 
used in this study was 36 companies. The data collection technique in this study 
uses documentation and the analysis technique used is multiple regression. 
The results showed that executive compensation and institutional 
ownership variables did not have a significant effect on tax avoidance, whereas 
financial derivative variables had a significant influence on the negative direction 
of tax avoidance. 
 
Keywords: Tax Avoidance, Executive Compensation, Institutional Ownership and 
Financial Derivatives 
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ABSTRAK 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi 
eksekutif, kepemilikan institusional dan derivatif keuangan terhadap penghindaran 
pajak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2017. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Data yang digunakan 
adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang diambil dari 
www.idx.co.id. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 36 
perusahaan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
dokumentasi dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompensasi eksekutif dan 
kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
penghindaran pajak, sedangkan variabel derivatif keuangan mempunyai pengaruh 
signifikan dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak. 
 
Kata Kunci : Penghindaran Pajak, Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan 
Institusionl dan Derivatif Keuangan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Pajak yaitu salah satu sumber pendapatan yang paling besar bagi negara. 
Penerimaan pajak dinilai begitu penting dalam rangka untuk membiayai 
pengeluaran umu negara dan pembangunan nasional yang terlihat dalam APBN. 
Pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat dipakai untuk membiayai 
pembangunan nasional serta pengeluaran lainnya diharapkan untuk dapat 
mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha untuk 
meningkatkan sistem perpajakan dan melakukan pemeriksaan secara insentif  
(Ardian & Pratomo, 2015) 
Pajak memiliki sifat yang dinamis serta selalu mengikuti perkembangan 
kehidupan ekonomi dan sosial negara dan masyarakatnya. Adanya tuntutan 
mengenai peningkatan perbaikan, penerimaan, serta perubahan mendasar pada 
segala aspek perpajakan dijadikan alasan dilaksanakannya reformasi perpajakan 
dari waktu ke waktu yakni yang berupa penyempurnaan atas kebijakan perpajakan 
serta sistem administrasi perpajakan hal ini agar lingkup pajak semakin di perluas 
(Rahayu & Lingga, 2009)  
Mengenai pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu 
memperoleh sambutan yang baik dari para Wajib Pajak. Pajak akan mengurangi 
total pendapatan yang akan diterima oleh wajib pajak.  Dengan adanya perbedaan 
tujuan antara pemerintah dan perusahaan dalam permasalahan pemungutan pajak 
menjadikan begitu sulitnya untuk terealisasinya penerimaan pajak yang efektif.          
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Pemerintah sebagai fiksus mengharapkan pemungutan pajak dengan setinggi-
tingginya, sedangkan untuk perusahaan wajib pajak cenderung menghindari 
pemungutan pajak dengan alasan yaitu pajak yang tinggi dapat mengurangi laba 
(Nursari, 2017).  
Belum maksimalnya kemampuan pemerintah dalam merealisasikan 
penerimaan pajak menyebabkan timbulnya pertanyaan mengenai penghindaran 
pajak yang dilakukan oleh badan maupun orang pribadi. Banyak  kasus yang 
terjadi di Indonesia tentang penghindaran pajak. Perilaku perusahaan dalam hal 
meminimalkan pembayaran pajak tidak sesuai dengan keinginan masyarakat 
dikarenakan pembayaran pajak perusahaan mempunyai dampak penting bagi 
masyarakat terhadap hal pendanaan untuk sarana publik misalnya pertahanan 
nasional, pendidikan serta kesehatan masyarakat (Octaviana & Rohman, 2014) 
Karena hal ini banyak perusahaan melaksanakan penghindaran pajak 
dengan memakai instrument hutang serta memainkan biaya. Dalam 
meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan melakukan 
manajemen pajak. Yang salah satunya yaitu dengan melakukan perencanaan pajak 
(tax planning). Strategi yang dilakukan dalam tax planning salah satunya yaitu 
dengan penghindaran pajak (tax avoidance). 
Penghindaran pajak merupakan salah satu usaha untuk meminimumkan 
pajak perusahaan karena masih berada dalam peraturan perpajakan (Nursari, 
2017). Penghindaran pajak dilaksanakan dengan memanfaatkan celah yang 
terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pajak atau 
3 
 
 
 
melaksanakan transaksi yang tidak mempunyai tujuan untuk menghindari 
pembayaran pajak.  
Penghindaran pajak adalah salah satu bentuk upaya yang sering dilakukan 
oleh perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak semata-
mata terjadi secara kebetulan namun penghindaran pajak tersebut merupakan hasil 
dari kebijakan suatu perusahaan yang melibatkan direktur pajak dan konsultan 
pajak perusahaan dalam membuat keputusan perpajakan. Penghindaran pajak 
merugikan suatu negara karena berakibat pada berkurangnya penerimaan negara 
(Harto, 2014).  
Dalam penghindaran pajak yang dilaksanakan tidak bertolak dengan 
aturan perundang-undangan perpajakan dikarenakan diartikan sebagai suatu 
praktik kegiatan yang lebih mempergunakan celah-celah kesempatan dalam 
undang-undang perpajakan tersebut sehingga dapat memberikan pengaruh 
terhadap penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak (Mangoting, 1999). 
Di  Indonesia kasus penghindaran pajak sudah sering terjadi dan bukan 
merupakan hal yang baru. Salah satunya dibuktikan adanya tax amnesty yang 
pengikutnya adalah 347.033 wajib pajak pada akhir 30 September 2015 serta 
jumlah nilai uang tebusan yang terkumpul sebanyak Rp 93,7 triliun.  
Fakta di lapangan juga menunjukan bahwa pendapatan pemerintah dari 
sektor pajak ternyata belum maksimal. Seperti yang terjadi pada tahun 2016 jenis 
penerimaan perpajakan masih lebih rendah dari target. Realisasi anggaran 
pendapatan negara per Oktober 2016 yang tercatat Rp 1.186,8 triliun atau 
mencapai 66,4% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
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tahun 2016 sebesar Rp 1.786,2 triliun. Dilihat dari total pendapatan tersebut 
sebesar Rp 986,6 triliun adalah kontribusi penerimaan dari perpajakan atau sekitar 
83% realisasi penerimaan dalam APBN berasal dari sektor perpajakan. 
(www.kemenkeu.go.id,2017)   
Tetapi apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan dari sektor 
perpajakan tahun 2015 sebesar Rp 1.240,4 triliun realisasi penerimaan sektor 
pajak tahun 2016 menunjukkan angka yang menurun. Serta penerimaan pajak 
tahun 2017 yang di muat dalam berita online (m.detik.com)  penerimaan dari 
sektor pajak masih mencapai 91% yang artinya belum mampu mencapai 100%. 
Yang total penerimaan dari sektor pajak baru mencapai Rp 1.147,59 triliun dari 
target Rp 1.283,6 triliun. 
Hal ini karena adanya aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara formal 
sehingga pemerintah kesulitan untuk menarik pajaknya serta adanya kebocoran 
potensi pajak yang terjadi karena kompetisi tarif pajak antara satu negara dengan 
negara lainnya yang mendukung penghindaran pajak ke luar negeri. Hasil dari 
berusaha di dalam negeri tersebut kemudian ditempatkan di negara-negara dengan 
tingkat pajak yang rendah (www.m.cnnindonesia.com,2017). Dari berbagai hal 
tersebut terindikasi bahwa masih sangat banyak wajib pajak yang melakukan 
penghindaran pajak. 
Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak perlu lebih mengoptimalkan 
penerimaan pajaknya. Akan tetapi upaya pengoptimalan penerimaan pajak ini 
masih mengalami banyak hambatan yang salah satunya adalah adanya kegiatan 
penghindaran pajak atau tax avoidance.  
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Selain hal itu terdapat permasalahan regulasi yang berhubungan dengan 
penggunaan derivatif keuangan oleh perusahaan publik di Indonesia. Misalnya 
masalah regulasi yang terkait dengan perpajakan. Peraturan perpajakan mengenai 
transaksi derivatif di Indonesia masih lemah dan sering menyebabkan terjadinya 
sebuah perdebatan. Contohnya tentang bagaimana perlakuan atas rugi derivatif 
untuk tujuan spekulasi apakah dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan 
kena pajak. Peraturan perpajakan di Indonesia tidak membedakan antara derivatif 
keuangan tujuan lindung nilai dengan derivatif tujuan spekulasi.  
Padahal untuk menentukan kerugian derivatif bersifat deductible atau non 
deductible di perlukan suatu definisi yang jelas mengenai spekulatif atau tidaknya 
suatu transaksi derivatif (Darussalam dan Karyadi, 2012 dalam Oktavia, 2013). 
Dengan adanya ketidakjelasan peraturan perpajakan atas transaksi derivatif ini 
dapat menjadi celah bagi perusahaan dalam melakukan aktivitas penghindaran 
pajak.  
Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi penghindaran pajak. 
Penelitian-penelitian sebelumnya menghubungkan beberapa hal yang dapat 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak antara lain yaitu kompensasi eksekutif, 
kepemilikan institusional dan derivatif keuangan. 
Kompensasi adalah segala hal yang perusahaan berikan sebagai balas jasa 
atau sebuah imbalan pada kinerja yang telah di lakukan bagi kepentingan 
perusahaan terlebih terhadap eksekutif (Mayangsari, 2015). Kompensasi eksekutif 
meliputi bonus, gaji pokok bonus, fasilitas jabatan dan opsi saham maupun 
manfaat pribadi lainnya. Kompensasi yang tinggi terhadap eksekutif sebagai salah 
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satu bentuk usaha sebagai upaya pelaksanaan minimalisasi pajak suatu 
perusahaan. Hal ini pastinya akan memberikan keuntungan terhadap eksekutif 
dikarenakan mendapat kompensasi yang tinggi sehingga eksekutif akan 
meningkatkan kinerja perusahaan dengan semaksimal mungkin agar lebih baik 
lagi yang salah satunya dengan efisiensi pajak perusahaan dengan cara melakukan 
penghindaran pajak.  
Dalam penghindaran pajak suatu perusahaan dapat dipengaruhi juga oleh 
kepemilikan institusional yang diartikan sebagai kepemilikan jumlah saham 
perusahaan oleh lembaga keuangan non bank yang mana lembaga tersebut 
mengelola dana atas nama orang lain. Kepemilikan institusional merupakan 
kepemilikan saham perusahaan yang lembaga memiliki misalnya perusahaan 
asuransi, perusahaan investasi, kepemilikan institusi dan asset management 
(Puspitasari, 2014). Terdapat kepemilikan institusional pada suatu perusahaan 
tersebut dapat meningkatkan kinerja dari manajemen yaitu dengan cara 
melakukan pengawasan dengan optimal.  
Bagi pihak institusional yang memiliki kuasa terhadap saham lebih besar 
dari pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan yang lebih besar 
terhadap keputusan manajemen sehingga manajemen akan menghindari perbuatan 
yang dapat merugikan pemegang saham serta dapat melindungi investasi dalam 
perusahaan (Faisal, 2004 dalam Puspitasari (2014). 
Aktivitas pemegang saham yang lebih besar dari pemilik institusi akan 
membantu meningkatkan efek peenghindaran pajak demi kepentingan pemegang 
saham dimana para pemegang saham yang lebih besar dari para pemegang saham 
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institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk 
meminimalkan jumlah pajak perusahaan (Lim, 2011 dalam Hanum, 2013).  
 Faktor lain yang menentukan terjadinya penghindaran pajak yaitu 
derivatif  keuangan. Ini dikarenakan peraturan perpajakan di Indonesia mengenai 
transaksi derivatif sering kali diperdebatkan dan masih sangat lemah. Pada 
awalnya pajak atas transaksi derivatif tidak diatur dalam aturan yang setara 
undang-undang, namun diatur dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak. Akan 
tetapi dengan seiring perkembangan pengunaan atas transaksi derivatif serta mulai 
berlakunya Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pajak 
atas transaksi derivatif statusnya menjadi berubah sedikit jelas (Oktavia, 2013). 
Dengan dikenakan pajak final sesuai pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari 
transaksi saham dan sekuritas lainnya serta transaksi derivatif yang 
diperdagangkan di bursa. Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak 
penghasilan, Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi 
Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa. Peraturan 
Pemerintah (PP) ini mengatur bahwa penghasilan atas transaksi derivatif berupa 
kontrak jangka panjang dikenakan PPH final sebesar 2,5% dari margin awal 
(Oktavia, 2013). 
Penerbitan PP Nomor 17 Tahun 2009 ini ditentang oleh Asosiasi Pialang 
Berjangka Indonesia dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Di Indonesia 
Dalam bentuk penolakan terhadap PP ini mereka mengajukan uji material ke 
Mahkamah Konstitusi. Sehingga sebagai tindak lanjut atas adanya pengajuan 
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terhadap uji material ini, Mahkamah Agung kemudian memberikan putusan 
nomor 22 P/HUM/2009 yang mengabulkan hak uji material pemohon. Sehingga 
diterbitkan PP Nomor 31 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa PP Nomor 17 
Tahun 2009 dicabut dan tidak berlaku lagi (Agustin, 2009 dalam Oktavia, 2013). 
Adanya peraturan yang tidak jelas dari peraturan pajak terhadap transaksi 
derivatif  juga dimanfaatkan  perusahaan sebagai usaha penghindaran pajak yang 
dapat mengakibatkan kerugian terhadap penerimaan negara terutama yang berasal 
dari sektor pajak. Dan sudah waktunya pemerintah Indonesia menjaga penerimaan 
pajak dari kerugian derivatif  untuk tujuan spekulasi yang tidak ada kaitannya 
dengan usaha yakni dengan cara memakai peraturan pajak atas transaksi derivatif  
yang lebih baik daripada negara lainnya. (Oktavia, 2013). 
Penelitian sebelumnya terdapat keterkaitan dengan penelitian ini yaitu 
penelitian yang di lakukan oleh (Mayangsari, 2015) yang menguji apakah 
kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasilnya 
menunjukan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap 
penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian (Harto, 2014) yang melakukan 
pengujian apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran 
pajak. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kompensasi eksekutif memiliki 
pengaruh yang positif serta signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda 
dengan hasil penelitian (Farahmita, 2012) mengungkapkan bahwa kompensasi 
eksekutif memiliki tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak .(Puspitasari, 
9 
 
 
 
2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap penghindaran pajak.   
Sama dengan penelitian (Lasmana, 2016)  yang mengungkapkan bahwa 
kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dengan penghindaran pajak. 
Hasilnya pun bertolak belakang dengan hasil penelitian (Reinaldo, 2017) yang 
mengatakan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh secara signifikan 
terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada 
sebelumnya serta masih terdapat adanya perbedaan hasil penelitian maka peneliti 
akan kembali meneliti mengenai pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan 
instituisonal dan derivatif keuangan terhadap penghindaran pajak.  
Penelitian ini berdasarkan pada penelitian yang di teliti oleh (Winie, 2016)  
yang melakukan penelitian mengenai pengaruhnya good corporate governance 
yaitu diantaranya kompensasi eksekutif dan kepemilikan institusional serta 
mengacu pada penelitian (Donohoe, 2015) tentang derivative keuangan terhadap 
penghindaran pajak. Penulis memilih ketiga variable tersebut karena masih 
banyak perbedaan hasil penelitian mengenai ketiga variable tersebut terhadap 
penghindaran pajak. Penelitian ini penting untuk di teliti kembali agar mengetahui 
faktor apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak serta agar dapat 
memudahkan investor dalam melakukan keputusan investasi dan bagi pemerintah 
agar lebih tegas dalam membuat suatu kebijakan tentang perpajakan sehingga 
menyempitkan praktik penghindaran pajak. 
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1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang peneliti mengindetifikasi masalah sebagai 
berikut : 
1. Terdapatnya perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan 
dengan variabel-variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak. 
2. Perusahaan memiliki anggapan bahwa pajak adalah beban biaya yang mampu 
mengurangi laba perusahaan dan tidak ada manfaat yang diperoleh perusahaan 
untuk kemajuan perusahaan sehingga perusahaan sangat memungkinkan 
melakukan tindakan yang mampu mengurangi beban pajak perusahaan. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Agar peneliti tidak menyimpang dari tema pembahasan maka masalah  
dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pengaruh kompensasi eksekutif, 
kepemilikan institusional dan derivative keuangan terhadap penghindaran pajak 
pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI. 
1.4. Rumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas 
peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran 
pajak? 
3. Apakah derivative keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 
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1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas maka tujuan 
penelitian yaitu sebagai berikut : 
1. Untuk menguji pengaruh kompensasi eksekutif terhadap tax avoidance. 
2. Untuk menguji pengaruh kepemilikian institusional terhadap tax 
avoidance. 
3. Untuk mengetahui pengaruh derivative keuangan terhadap penghindaran 
pajak 
1.6. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi orang lain 
maupun pihak yang membutuhkan antara lain :  
1. Manfaat Teoritis 
Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu digunakan sebagai bahan 
referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu 
pengetahuan. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi perusahaan dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat 
meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan kepatuhan terhadap 
peraturan pajak yang berlaku. 
b. Bagi pembuat kebijakan perpajakan dengan adanya penelitian ini 
diharap agar lebih dapat memperhatikan hal-hal yang dapat digunakan 
oleh perusahaan untuk mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. 
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1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
1.8. Sistematika Penulisan 
Penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang digambarkan  
sebagai berikut ini : 
BAB I   PENDAHULUAN 
Bab ini menjabarkan pendahuluan yang dijabarkan dalam latar 
belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian 
dan sistematika penulisan skripsi.  
BAB II  LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang di perlukan dalam 
menunjang penelitian, hasil penelitian yang relevan, kerangka 
berpikir serta hipotesis. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini menjabarkan mengenai lokasi serta waktu penelitian, jenis 
penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data 
dan sumber data, teknik pengumpulan data serta variabel 
penelitian, definisi operasional variabel dan teknik analisis data. 
BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Gambaran umum penelitian, pengujian serta hasil analisis data, 
pembahasan analisis data. 
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BAB V  PENUTUP 
Penutup berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran-  
saran yang diberikan bagi peneliti berikutnya berdasarkan hasil dari 
penelitian.
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Teori Agensi 
Teori Agensi merupakan suatu masalah keagenan yang terjadi antara 
pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan manajer potensial apabila 
manajemen tidak mempunyai saham dalam mayoritas perusahaan. (Atmaja ,2013) 
Hubungan antara agen dengan principal yang terjadi saat pihak principal 
memperkerjakan seseorang sebagai agen untuk diberikan sebuah jasa serta 
mendelegasikan sebuah wewenang dalam hal pengambilan keputusan kepada 
pihak agen tersebut (Jensen & Meckling, 1976). 
Principal akan merelakan sumberdaya dalam bentuk  kompensasi keapada 
agent agar dapat meningkatkan efisiensi serta kinerja dalam pembayaran pajak 
suatu perusahaan. Untuk hubungan teori agensi dengan penghindaran pajak  
bahwa para pemegang saham mengharapkan manajemen mengatur laporan 
keuangan yang dapat memberikan keuntungan kepada pemegang saham, sehingga 
manajemen melakukan cara-cara dengan salah satunya mengatur laba yang besar 
dengan beban pajak yang seminim-minimnya. Pengalokasian yang seharusnya 
digunakan untuk membayar pajak tidak dibayarkan secara keseluruhan 
dikarenakan manajemen mengatur pajak menjadi lebih rendah dari alokasi yang 
tersisa tersebut akan menjadi keuntungan untuk perusahaan.
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2.1.2. Penghindaran Pajak 
Menurut Heru (1997) dalam Budiman & Setiyono (2012) penghindaran 
pajak merupakan cara pengurangan pajak, tetapi tetap patuh terhadap ketentuan 
peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian serta potongan yang 
diperkenankan ataupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan 
perpajakan yang berlaku. Hanlon & Heitzman (2010) dalam Carolina (2014) 
bahwa penghindaran pajak merupakan sebuah rangkaian aktivitas perencanaan 
pajak dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak secara eksplisit.  
Pengertian mengenai penghindaran pajak di atas menunjukkan bahwa 
penghindaran pajak adalah usaha pengurangan maupun penghematan pajak yang 
dimungkinkan oleh peraturan yang ada . Misalnya penghindaran pajak dilakukan 
dengan cara mengarahkan transaksi pada transaksi yang bukan merupakan objek 
pajak maupun mengarahkan transaksi yang menghasilkan biaya yang 
dperbolehkan oleh undang-undang sebagai pengurangan penghasilan kena pajak 
pajak (Carolina, 2014).  
Penghindaran pajak bukan merupakan suatu pelanggaran undang-undang 
perpajakan karena usaha wajib pajak untuk menghindari, mengurangi, 
meminimalkan atau meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang 
dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Kurniasih & Sari, 2013) . Menurut 
Sunday (2011) dalam (Carolina, 2014) penghindaran pajak merupakan rekayasa 
transaksi perpajakan yang masih tetap berjalan dalam lingkup ketentuan pajak.  
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Terdapat beberapa cara perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak 
menurut Merks (2007) dalam (Kurniasih & Sari, 2013) yaitu sebagai berikut :  
1. Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara- negara yang 
memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis 
penghasilan. 
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi 
dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak 
yang paling rendah atau minim.  
3. Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin 
capitalization, treaty shopping dan controlled foreign corporation serta 
transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.  
Shafer dan Simmons (2006) dalam Sandy & Lukviarman (2015) 
penghindaran pajak merupakan suatu skema transaksi yang ditujukan untuk 
meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan 
perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak 
melanggar peratura perpajakan. Upaya penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh 
perusahaan sebagai cara untuk meminimalkan besarnya tingkat pembayaran pajak 
yang harus dibayarkan serta menaikkan cash flow perusahaan dan tidak terdapat 
pelanggaran hukum yang dilaksanakan  perusahaan.  
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Annisa & Kurnisaih (2012) menyebutkan beberapa faktor yang mendorong 
wajib pajak untuk melakukan pajak secara ilegal di antaranya : 
1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar pajak yang harus di bayar 
oleh Wajib Pajak maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak 
dalam melakukan pelanggaran.  
2. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan pelanggaran 
terdeteksi maka semakin besar kecenderunan wajib pajak dalam 
melakukan pelanggaran.  
3. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus 
maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak dalam melakukan 
pelanggaran 
4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran 
maka semakin besar kecenderungan wajib pajak dalam melakukan 
pelanggaran. 
Dengan adanya hal ini dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak 
merupakan suatu tindakan legal yang boleh dilakukan oleh wajib pajak dengan 
memanfaatkan kelemahan dari Undang-Undanh yang berlaku sebagai pengurang 
beban pajak perusahaan (Sandy & Lukviarman, 2015). 
2.1.3. Kompensasi Eksekutif 
Menurut (Armstrong, 2015) kompensasi eksekutif adalah insentif yang 
diberikan oleh perusahaan kepada eksekutif atas kinerja yang diberikan lebih 
kepada perusahaan. Secara individu eksekutif telah terbukti menentukan tingkat 
pengambilan keputusan terhadap penghindaran pajak (Dyreng, Hanlon, & 
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Maydew, 2008). Sehingga pemegang saham berusaha memberikan insentif kepada 
eksekutif agar memaksimalkan nilai pemegang saham.  
Kompensasi eksekutif berhubungan erat dengan hubungan keagenan antara 
agent dan principal. Kompensasi eksekutif adalah sebuah penghargaan yang dapat 
berupa material maupun non material yang diberikan kepada eksekutif agar 
termotivasi dalam mecapai tujuan perusahaan (Dewi & Sari, 2015). 
  Kompensasi eksekutif diartikan sebagai sebuah wujud imbalan balas jasa 
yang diberikan oleh perusahaan dengan bentuk finansial ataupun barang serta jasa 
pelayanan agar dapat merasa dihargai dalam profesinya (Mayangsari, 2015).  
Kompensasi eksekutif terdiri dari beberapa hal diantaranya yaitu bonus, gaji 
pokok, fasilitas jabatan serta opsi saham maupun manfaat pribadi.  
Teori kepatuhan pajak pada dasarnya menyatakan bahwa tidak ada wajib 
pajak yang secara suka rela bersedia untuk membayar pajak (Harto, 2014). 
Seseorang akan cenderung mengorbankan sesuatu untuk memperoleh imbalan atau 
keuntungan dari apa yang telah dikorbankan. Eksekutif sebagai pemimpin 
operasional perusahaan akan bersedia untuk membuat sebuah kebijakan 
penghindaran pajak apabila ia juga memperoleh keuntungan dari hal tersebut. Oleh 
karena itu, kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif akan dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan.  
Yang salah satunya yaitu dengan mengusahakan agar pajak yang dibayar 
oleh perusahaan menjadi sangat efisien. Sesuai dengan teori agency pemegang 
saham akan memberikan kompensasi kepada pihak eksekutif supaya mereka 
semakin meningkatkan laba perusahaan secara terus menerus dan pemegang 
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saham mengharapkan efisiensi biaya terhadap semua bagian-bagian biaya salah 
satunya biaya pajak yang seharusnya di keluarkan (Harto, 2014).  
Kompensasi yang diberikan kepada eksekutif merupakan cara efektif untuk 
mengurangi pembayaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompensasi 
eksekutif merupakan pemberian kompensasi kepada pihak manajerial dalam 
rangka meningkatkan efisiensi penerimaan pembayaran pajak perusahaan (Harto, 
2014). 
2.1.4. Kepemilikan Institusional 
Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) kepemilikan institusional 
merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi 
berbadan hukum dana perwalian serta institusi lainya. Institusi-institusi tersebut 
memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen. 
Dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong 
peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen.  
Pengawasan yang dilakukan investor institusional sangat bergantung 
terhadap besarnya investasi yang dilaksanakan. Yang mana pihak institusional 
yang mengusaai saham lebih besar daripada pemegang lainnya daat melakukan 
pengawasan tehadap kebijakan manajemen yang lebih besar sehingga manajemen 
akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham.  Kepemilikan 
Institusional merupakan kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga 
keuangan non bank dimana lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang 
lain.  
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Terdapatnya kepemilikan institusional ini pada sebuah perusahaan dapat 
dijadikan dorongan dalam meningkatkan pengawasan yang semakin optimal 
terhadap kinerja manajemen (Lasmana, 2017). Kepemilikan institusional memiliki 
peran penting dalam mendisiplinkan, memantau serta mempengaruhi manajemen. 
Besar atau kecilnya kepemilikan institusional mampu memberikan pengaruh 
dalam pengambilan kebijakan mengenai pajak oleh perusahaan, semakin kecilnya 
kepemilikan institusional semakin meningkatkan kebijakan penghindaran pajak, 
namun semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi 
tindakan kebijakan penghindaran pajak (Lasmana, 2017) 
2.1.5. Derivatif Keuangan 
Derivatif keuangan merupakan suatu perjanjian yang terjadi diantara 2 
orang ataupun lebih pihak yang bertujuan untuk memenuhi janji untuk membeli 
maupun menjual asset komoditas yang dipakai sebagai objek yang diperdagangkan 
pada saat waktu dan harga dan merupakan kesepakatan bersama diantara penjual 
dan pembeli. Nilai dari asset maupun komoditas itu dimasa mendatang diturunkan 
dari nilai  asset yang dipakai dasar atau disebut juga sebagai underlying asset 
(Musyarofah, 2016). 
 Derivatif yang terdapat dalam bursa efek yaitu derivatif keuangan. Yaitu 
instrument derivatif yang mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah 
instrument-instrumen keuangan yang meliputi saham, indeks saham, obligasi, 
mata uang, tingkat suku bunga, indeks obligasi dan lain-lain (www.idx.co.id). 
Derivatif sendiri terbagi menjadi tiga yaitu opsi, future dan swap. 
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Seiring dengan perkembangan penggunaan derivatif keuangan dan 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak 
penghasilan, pajak atas transaksi derivatif statusnya berubah menjadi lebih sedikit 
jelas dengan dikenakannya pajak yang bersifat final sesuai dengan pasal 4 ayat 2 
atas penghasilan dari transaksi saham serta jenis sekuritas lainnya, dan transaksi 
derivatif  yang diperdagangkan dalam bursa (Oktavia & Martani, 2016).  
Sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan 
pemerintah Indonesia memberikan peraturan No 17 Tahun 2009 tentang pajak 
penghasilan atas penghasil dari derivatif keuangan yang berupa kontrak berjangka 
yang diperdagangkan dalam bursa. PP ini mengatur bahwasannya penghasilan atas 
transaksi derivatif keuangan berupa kontrak berjangka dikenai PPh final senilai 
2,5% dari margin di awal atau pertama (Oktavia & Martani, 2016).  Penerbitan PP 
Nomor 17 Tahun 2009 ini ditentang oleh Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia 
dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (Agustin, 2009 dalam 
Oktavia, 2016).  
Kemudian Mahkamah Agung memberikan putusan nomor 22 
P/HUM/2009 yang menyatakan mengabulkan hak uji materill pemohon, sehingga 
diterbitkan PP Nomor 31 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa PP Nomor 17 
Tahun 2009 dicabut dan tidak berlaku lagi (Agustin, 2009 dalam Oktavia, 2016). 
Dengan demikian kepastian hukum perpajakan atas transaksi derivatif sampai 
detik ini masih belum jelas. 
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2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 
Dalam melakukan penelitian, tidak terlepas dari adanya penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti terdahulu yang bertujuan sebagai penguat hasil dari 
penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ini merupakan ringkasan dari hasil 
penelitian terdahulu tentang penghindaran pajak :  
Tabel 2.1 
Penelitian yang Relevan 
 
No Variabel Peneliti, Metode, 
Sampel 
Hasil penelitian Saran 
1. Variabel 
Independen : 
Kompensasi 
Eksekutif, 
Kepemilikan 
Saham Eksekutif, 
Preferensi Risiko 
Eksekutif  
Variabel 
Dependen : 
Penghindaran 
Pajak 
Mayangsari (2015), 
analisis regresi 
berganda,perusahaan 
manufaktur di BEI 
2010-2013. 
kompensasi 
eksekutif, 
kepemilikan 
saham 
eksekutif dan 
leverage 
memiliki 
pengaruh 
terhadap 
penghindaran 
pajak dan 
preferensi 
risiko 
eksekutif tidak 
berpengaruh 
negative 
terhadap 
penghindaran 
pajak.  
 
Saran bagi 
peneliti 
selanjutnnya 
untuk 
menambah 
variabel 
independen, 
menambah 
tahun 
penelitian, 
membedakan 
dan memberi 
batasan tinggi 
rendahnya 
risiko 
perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
Tabel Berlanjut…. 
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No Variabel Peneliti, Metode, 
Sampel 
Hasil penelitian Saran 
2. Variabel 
Independen: 
Kompetensi 
Eksekutif, Ukuran 
Perusahaan, 
Komisaris 
Independen, 
Kepemilikan 
Institusional 
Variabel 
Dependen:  
Penghindaran 
Pajak  
 
Lasmana (2016), 
analisis regresi 
linier berganda, 
perusahaan 
manufaktur yang 
terdaftar di BEI 
tahun 2012-2014. 
Kompetensi 
Eksekutif, 
Ukuran 
Perusahaan, 
Komisaris 
Independen 
tidak 
berpengaruh 
terhadap 
penghindaran 
pajak. Namun 
Kepemilikikan 
Institusional 
berpengaruh 
negative 
terhadap 
penghindaran 
pajak. 
 
Bagi peneliti 
selanjutnya 
variabel 
kompetensi 
eksekutif 
tidak hanya di 
ukur dengan 
tiga kriteria 
yang 
dijelaskan dan 
menggunakan 
jangka waktu 
lebih panjang 
untuk 
penelitian 
selanjutnya 
3 Leverage, 
Kepemilikan  
Institusional 
Ukuran  
Perusahaan dan 
Penghindaran 
Pajak. 
Puspitasari 
(2014), metode 
purposive 
sampling, 
perusahaan 
manufaktur yang 
terdaftar di BEI 
2010-2012. 
Leverage tidak 
ada pengaruh 
yang 
signifikan, 
namun 
kepemilikan 
institusional 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
penghindaran 
pajak. 
Saran bagi 
penelitian 
selanjutnya 
menambah 
variabel, 
menggunakan 
periode 
penelitian 
yang rentang 
waktunya 
lebih lama, 
menggunakan 
perusahaan 
lain selain 
perusahaan 
manufaktur. 
 
  
 
Tabel Lanjutan…. 
Tabel Berlanjut…. 
21 
 
 
 
 
 
No Variabel Peneliti, 
Metode, 
Sampel 
Hasil penelitian Saran 
4. Variabel 
Independen: 
Kompensasi 
Eksekutif, 
Kepemilikan 
Saham Eksekutif, 
Preferensi Risiko 
Eksekutif Variabel 
Dependen: 
Penghindaran 
Pajak. 
Harto U.H 
(2014), 
metode 
analisis 
regresi, 
perusahaan 
property, real 
estate dan 
building 
construction 
yang terdaftar 
di BEI tahun 
2010-2012 
Kompensasi 
eksekutif, 
kepemilikan 
saham 
eksekutif, 
preferensi 
risiko eksekutif 
memiliki 
pengaruh 
positif serta 
signifikan 
terhadap 
penghindaran 
pajak. 
Bagi penelitian 
selanjutnya saran 
yang diberikan 
menggunakan 
sampel seluruh 
perusahaan yang 
terdaftar di BEI, 
menggunakan 
pengukuran lain 
sebagai proksi 
penghindaran pajak, 
menambah variabel. 
5. Variabel 
Independen: 
Tingkat 
pengungkapan dan 
penggunaan 
derivatif keuangan 
Variabel 
Dependen: 
penghindaran 
pajak. 
Oktavia 
(2013), 
analisis 
regresi, 
perusahaan 
publik non 
keuangan 
yang terdaftar 
di BEI tahun 
2009-2012 
Hasilnya 
menunjukkan 
bahwa derivatif 
berpengaruh 
terhadap 
penghindaran 
pajak. 
 Saran bagi 
penelitian 
selanjutnya untuk 
memperluas sampel 
penelitian dan 
mempertimbangkan 
dampak dari 
penerapan PSAK 50 
dan 55 revisi 
terbaru yang 
mengacu pada IAS 
32 dan 39 
6 Variabel 
Independen: 
Penggunaan 
derivatif keuangan 
dan Variabel 
Dependen: 
penghindaran 
pajak 
Donohoe 
(2015), 
analisis 
regresi, 
perusahaan di 
Amerika 
Serikat. 
Derivatif 
keuangan 
memiliki 
pengaruh 
terhadap 
penghindaran 
pajak 
- 
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2.3. Kerangka Berpikir 
Sesuai dengan landasan teori dan penelitian-penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnnya, sehingga terbentuk kerangka pemikiran yang menjelaskan 
atas pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif serta derivatif 
keuangan terhadap penghindaran pajak. 
Gambar 2.1. 
Kerangka Berpikir Penelitian 
 
2.4. Hipotesis 
2.4.1. Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak 
Kompensasi yang besar atau tinggi terhadap eksekutif merupakan bagian 
dari cara yang baik sebagai usaha dalam melakukan minimalisasi pajak dalam  
perusahaan. Ini dilakukan karena eksekutif adalah pemimpin operasional 
perusahaan yang sudah jelas akan membuat suatu kebijakan penghindaran pajak 
apabila mendapat keuntungan berkaitan dengan kebijakan yang dibuat.  
Pada penelitian (Hanafi & Harto 2014) mengungkapkan bahwa 
kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini 
dapat dijadikan sebagai pandangan bahwa kompensasi yang tinggi yang diberikan 
Kompensasi Eksekutif (X1) 
Tax Avoidance (Y) Kepemilikan Institusional (X2) 
Derivative Keuangan (X3) 
H1 
H2 
H3 
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kepada eksekutif. Eksekutif akan merasa di untungkan dengan menerima 
kompensasi yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan 
lebih baik lagi. Kinerja yang dilakukan salah satunya melalui upaya kemampuan 
dalam meningkatkan penghindaran pajak perusahaan. Sesuai dengan uraian di atas 
dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut ini :  
H1: Kompensasi Eksekutif Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak 
2.4.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak 
Dengan adanya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan dapat 
mendorong peningkatan pengawasan yang semakin optimal terhadap kinerja 
manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat 
tergantung pada seberapa besarnya investasi yang di lakukan. Pihak institusional 
yang menguasai saham lebih besar dari pemegang saham lainnya dapat mengawasi 
kebijakan manajemen yang lebih besar sehingga manajemen dapat menghindari 
perilaku yang merugikan para pemegang saham.  
Sedikit atau besarnya kepemilikan institusional dapat memberikan 
pengaruh terhadap kebijakan pajak oleh perusahaan, serta semakin kecil 
kepemilikan institusional akan meningkatkan kebijakan penghindaran pajak, 
namun apabila semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin 
mengurangi kebijakan penghindaran pajak (Lasmana, 2016).  
Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Lasmana, 2016) 
mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif  
terhadap penghindaran pajak. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis 
penelitian sebagai berikut : 
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H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
2.4.3. Pengaruh Derivatif Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak 
Derivatif keuangan dapat dijadikan sumber dari aktifitas ketidakpatuhan 
pajak perusahaan. Terdapatnya ambiguitas dalam peraturan perpajakan atas 
transaksi derivatif mendorong pengembangan strategi perencanaan pajak. 
Ambiguitas ini yang dimanfaatkan oleh perusahaan celah dalam melakukan 
penghindaran pajak dengan menggunakan derivatif.  
Derivatif dapat secara bebas memilih hampir seluruh asset yang akan 
dijadikan sebagai acuan (underlying asset) sehingga transaksi derivatif dapat 
membuat inovasi dengan memilih instrumen yang belum dikategorikan dalam 
aturan pajak. Misalnya peraturan pajak di Indonesia tidak membedakan derivatif 
keuangan yang memiliki tujuan untuk lindung nilai dengan derivatif keuangan 
dengan tujuan spekulasi. Menurut Darussalam dan Karyadi (2012) dalam Oktavia, 
(2013) ketidak jelasan tersebut ditemukan dalam peraturan perpajakan di 
Indonesia, meskipun dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a dalam UU PPh telah 
disebutkan bahwa: “Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-
pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak 
langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan 
memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak”.  
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Sedangkan untuk menentukan kerugian derivatif yang bersifat deductible 
atau non-deductible dibutuhkan sebuah definisi yang jelas mengenai spekulatif 
atau tidaknya suatu transaksi (Oktavia, 2013). Menurut Darussalam dan Septriadi 
2009 dalam Oktavia,2013 kerugian dari transaksi derivatif yang bukan untuk 
tujuan lindung nilai seharusnya tidak diperbolehkan untuk diakui sebagai 
deductible. Adanya perbedaan perlakuan atas transaksi derivatif dengan tujuan 
spekulasi dalam hal perpajakan seringkali menimbulkan sengketa antara aparat 
pajak dengan wajib pajak. Ketidak jelasan peraturan perpajakan dalam 
penggunaan transaksi derivatif dapat menjadi celah bagi perusahaan dalam 
melakukan aktivitas penghindaran pajak (Oktavia, 2013). Sesuai dengan penelitian 
(Donohoe, 2015) derivatif keuangan mampu dipakai oleh perusahaan sebagai 
sebuah alat penghindaran pajak.  
Menurut (Oktavia, 2013) pengertian spekulatif tidak di temukan dalam 
peraturan perpajakan di Indonesia. Terdapat beberapa alasan yang mendasari 
mengapa derivatif dapat digunakan sebagai alat penghindaran pajak Donohoe 
(2012) antara lain sifat dari transaksi derivatif, lemahnya sistem perpajakan atas 
transaksi derivatif, karateristik fundamental dari transaksi derivatif serta aspek 
kognitif dari transaksi derivatif yang rumit dan sulit di pahami. Lemahnya 
transaksi derivatif ini lah yang dijadikan penyebab mengapa derivatif keuangan 
sebagai suatu alat penghindaran pajak. 
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Maka dari hal tersebut perlu dilakukan uji lebih lanjut tentang hubungan 
antara tingkat penghindaran pajak dengan tingkat penggunaan derivatif keuangan. 
Penelitian ini menggunakan net fair value of derivative instrument sebagai proksi 
penggunaan derivatif keuangan (Oktavia, 2013).  Dari uraian di atas dapat 
dirumuskan hipotesis bahwa  
 H3: Derivatif keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak
 
 
 
 
BAB III 
 METODOLOGI PENELITIAN  
3.1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitaif dengan melalui pengukuran 
variabel yaitu kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional dan derivatif 
keuangan terhadap penghindaran pajak. 
3.2. Data dan Sumber Data 
Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini merupakan data sekunder 
yakni laporan keuangan dan laporan tahunan seluruh  perusahaan  yang terdaftar di 
BEI periode 2016-2017 yang datanya didapatkan dari web perusahaan 
www.idx.co.id 
3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1. Populasi  
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang 
terdaftar di BEI tahun 2016-2017.  
3.3.2. Sampel  
Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan wakil dari 
jumlah populasi tersebut. Yang di pilih dengan  menggunakan kriteria-
kriteria tertentu yang mampu memberikan gambaran mengenai sifat atau 
ciri yang dimiliki populasi. Berikut tabel tahap pengambilan sampel 
perusahaan yang di pilih menjadi sampel dalam penelitian ini sebagai 
berikut :  
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Tabel 3.1. 
Kriteria Sampel Perusahaan 
No Keterangan Sampel 
1 Perusahaan yang konsisten terdaftar di 
BEI 2016-2017 
500 
2 Perusahaan yang mengalami kerugian 
tahun 2016-2017 
(127) 
3 Perusahaan yang tidak memiliki 
kelengkapan data terkait 
(71) 
4 Perusahaan yang terindikasi tidak 
melakukan transaksi derivatif 
(276) 
5 Jumlah perusahaan yang digunakan 
sebagai sampel utama 
26 
6 Total sampel (26x2) 52 
 
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 
  Teknik pengambilan sampel dari populasi ditentukan dengan 
metode purposive sampling yang sesuai dengan kriteria berikut ini : 
1. Perusahaan yang konsisten terdaftar di BEI tahun 2016-2017. 
2. Perusahaan yang mengalami laba selama tahun 2016-2017. 
3. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data terkait. 
4. Perusahaan yang terindikasi melakukan transaksi derivatif. 
3.4. Variabel Penelitian 
Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen (terikat) dan 
variabel independen (bebas) yaitu :  
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1. Variabel Dependen 
Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel 
independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tax avoidance 
perusahaan. 
2. Variabel Independen 
Varaibel independen merupakan variabel yang memberikan pengaruh terikat 
baik secara positif maupun negatif. Variabel independen dalam penelitian ini 
adalah kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional dan derivatif 
keuangan. 
3.5. Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel di butuhkan untuk menentukan jenis, 
indikator dan skala- skala yang terkait dalam penelitian. Berikut ini definisi 
operasional variabel yang terkait dengan penelitian disertai dengan 
pengukurannya : 
3.5.1. Variabel Dependen 
Penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan CETR sebagai 
pengukuran dari penghindaran pajak. CETR dipakai guna menggambarkan 
kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh 
dengan adanya perubahan estimasi misalnya penyisihan nilai mapun 
perlindungan pajak. CETR juga memberikan gambaran seluruh aktivitas tax 
avoidance yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Hal 
ini dikarenakan CETR dihitung langsung dari kas yang dibayarkan untuk pajak 
29 
 
 
 
kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman & Setiyono, 2012). 
Rumus perhitungan CETR sebagai berikut :  
CETR  =   
                
                   
 
 
3.5.2. Variabel Independen  
Terdapat beberapa variabel independen yang digunakan untuk mengukur 
pengaruh variabel-variabel terhadap penghindaran pajak perusahaan. Yaitu 
antara lain :  
a. Kompensasi Eksekutif  
Kompensasi eksekutif merupakan kompensasi khusus yang di buat 
untuk karyawan tingkat eksekutif yang meliputi gaji pokok, bonus, 
fasilitas jabatan serta manfaat pribadi lainnya. Pada penelitian ini 
kompensasi eksekutif di ukur dengan menggunakan logaritma natural 
dari  total kompensasi kas yang diterima oleh dewan direksi eksekutif 
selama setahun yaitu bonus, gaji, dan tunjangan. Data tersebut terdapat 
pada annual report perusahaan yang dapat ditemukan pada bagian 
catatan atas laporan keuangan mengenai pengungkapan gaji (Harto, 
2014).  
KE = ln Total kompensasi direksi selama setahun  
b. Kepemilikan Institusional  
Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan jumlah saham 
perusahaan oleh lembaga keuangan non bank yang mana lembaga 
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tersebut mengelola dana atas nama orang lain. Proksi kepemilikan 
institusional menggunakan saham yang di miliki institusi yakni 
perusahaan investasi, perusahaan asuransi atau lembaga lainnya yang 
berbentuk perusahaan.Data tersebut dapat diperoleh pada annual report 
perusahaan yang terdapat pada bagian struktur pemegang saham atau 
komposisi kepemilikan saham (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). 
Rumus yang digunakan :  
INST :
                          
                           
   100% 
c. Derivatif Keuangan  
Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau 
peluang profitnya berkaitan dengan aset lain. Aset lain ini disebut 
dengan underlying asset atau diartikan sebagai konrak finansial antara 2 
orang atau lebih pihak yang guna memenuhi janji guna membeli 
maupun menjual asset yang dipakai sebagai obyek yang 
diperdagangkan pada harga dan waktu yang sudah kesepakatan bersama 
antara pihak penjual dan pihak pembeli. Derivatif keuangan adalah 
instrumen derivatif yang mana variabel yang mendasarinya yaitu 
instrumen-instrumen keuangan yang berupa saham, obligasi, indeks 
saham, indeks obligasi, tingkat suku bunga dan mata uang. Net fair 
value of derivative adalah selisih antara aset derivatif dan liabilitas 
derivatif yang terdapat pada laporan posisi keuangan konsolidasian 
(Oktavia & Martani, 2016).  Rumus yang digunakan yaitu :  
    FVDER :  
                                   
              
     
31 
 
 
 
3.6. Teknik Analisis 
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif 
Sugiyono (2015) menerangkan tentang teknik analisis data dengan statistik 
deskriptif merupakan teknik statistik yang dipakai dalam menganalisis data 
dengan mendeskripsikan suatu data yang telah diperoleh sesuai hasilnya tanpa 
terdapat analisis dan membuat suatu kesimpulan yang bersifat umum atau 
generalisasi. Ghozali (2013) statistik deskriptif dipakai dalam memberikan suatu 
deskripsi mengenai data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, 
varian minimum, maksimum. 
3.6.2. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji Normalitas memiliki tujuan guna menguji apakah pada model regresi, 
variabel yang terkait serta variabel bebas keduanya memiliki distribusi yang 
normal atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan uji statistik guna menguji 
apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Salah satu uji statistik yang 
biasa digunakan adalah uji Kolmogrov-Smirnov. Dasar yang digunakan dalam  
pengambilan keputusan yaitu melihat nilai signifikan berikut ini : 
Nilai signifikan ≥ 0,05 maka data terdistribusi normal. 
Nilai signifikan < 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas memiliki tujuan guna mengetahui apakah variabel 
bebas dalam persamaan regresi tidak saling berkorelasi. Uji Multikolinearitas 
dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai VIF serta perhitungan nilai 
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tolerance. Terdapatnya multikolinearitas dapat diketahui dari nilai tolerance yang 
lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF yang lebih besar dari 10. Jika nilai tolerance > 
dari 0,1 atau nilai VIF < dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas. 
3.  Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk  mengetahui apakah dalam 
suatu regresi terjadi adanya ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamat 
ke pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain bersifat tetap disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau 
tidak terjadi Heteroskedastisitas. Terdapat macam cara guna mendeteksi ada atau 
tidaknya heteroskedastisitas dilakukan  dengan metode uji Glejser (Ghozali, 
2013). 
Uji Glejser dengan cara meregresikan nilai absolute residual terhadap 
variabel independen Sehingga dapat diketahui terdapat ada atau tidaknya derajat 
kepercayaan 5%. Jika nilai signifikan hitung > 0,05 maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Tetapi jika nilai signifikan hitung ≤ 0,05maka model regresi 
terjadi heteroskedastisitas. 
4. Uji Autokorelasi 
(Ghozali, 2013) Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah pada suatu 
model regresi liner terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 
dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 (periode sebelumnya). Model 
regresi yang baik yaitu model regresi yang bebas dari uji autokorelasi.  
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Uji Runs Test digunakan merupakan model yang digunakan untuk menguji 
apakah antar residual tidak terdapat korelasi yang tinggi. Apabila diantara residual 
tidak terdapat hubungan korelasi dapat dikatakan bahwa residual random atau 
acak (Ghozali, 2013). Dengan kriteria > 0,005. 
3.6.3. Uji Ketepatan 
1. Uji Model (Uji F) 
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 
yaitu kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional dan derivative keuangan 
yang diproyeksikan dalam model memiliki pengaruh terhadap variabel dependen 
penghindaran pajak.   
a. Apabila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai signifikan (≤ 0,05), 
maka hipotesis tidak dapat ditolak, hal ini diartikan bahwa secara simultan 
variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. 
b. Apabila F hitung < F tabel atau probabilitas> nilai signifikan (≥ 0,05), 
maka hipotesis diterima, ini diartikan bahwa secara simultan variabel 
independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. 
2. Koefisien Determinasi (R2) 
 Koefisien determinasi dilakukan guna mengukur seberapa jauh 
kemampuan suatu model dalam menereangkan variasi variabel independen  
(Mayangsari, 2015).  Besarnya koefisien determinasi yaitu 0-1. Apabila 
mendekati 0 maka semakin kecil juga pengaruh variabel independen 
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terhadap variabel dependen. Namun apabila koefiseien determinan 
mendekati 1 diartikan bahwa variabel independen memberikan hampir 
semua informasi yang diperlukan guna memprediksi variasi variabel 
dependen. 
3.6.4. Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi dipakai untuk menguji pengaruh dua variabel independen 
atau lebih terhadap variabel dependen. Adapun rumus regresi yang sesuai model 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 
Keterangan: 
Y = Penghindaran Pajak (tax avoidance) 
Β = Konstanta 
X1 = Kompensasi Eksekutif 
X2 = Kepemilikan Institusional 
X3 = Derivatif Keuangan 
E = Error 
3.6.5. Pengujian Hipotesis (Uji t) 
Parsial (Uji t) yaitu menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable 
independen secara individual dalam menjelaskan variable dependen. Ho yang 
akan diuji adalah apakah parameter (bi) = 0 yang artinya apakah suatu variable 
indeopenden bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variable 
dependen. Hipotesis alternatif (HA) parameter suatu variabel ≠ 0 yang artinya 
variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 
dependen(Ghozali,2013).
 
 
 
 
BAB IV 
PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia dan melaporakan laporan tahunan pada periode 2016-2017. Pada 
penelitian ini terdapat 3 jenis variabel yaitu varabel dependen (penghindaran 
pajak), variabel independen kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional dan 
derivatif keuangan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode purposive sampling, yakni metode pengambilan sampel yang 
dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di tentukan. Proses 
pemilihan sampel pada penelitan ini dapat di lihat pada tabel 4.1. 
Tabel 4.1. 
Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian 
No Keterangan Sampel 
1 Perusahaan yang konsisten terdaftar di BEI 2016-2017 500 
2 Perusahaan yang mengalami kerugian tahun 2016-2017 (127) 
3 Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data terkait (71) 
4 Perusahaan yang terindikasi tidak melakukan transaksi 
derivatif 
(276) 
5 Total sampel perusahaan   (26 x 2) 52 
6 Data outlier  (8 x 2) (16)  
7 Jumlah perusahaan yang digunakan sebagai sampel 
utama (18 x 2 tahun) 
36 
       Sumber : Data sekunder, 2019 
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Berikut merupakan nama-nama perusahan yang terdaftar di bursa efek 
Indonesia yang menjadi sampel penelitian :  
Tabel 4.2. 
Sampel Perusahaan 
Kode Nama Perusahaan 
BBCA PT Bank Central Asia Tbk. 
BBLD PT Buana Finance Tbk. 
BDMN PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 
BFIN PT BFI Finance Indonesia Tbk 
BNGA PT Bank CIMB Niaga Tbk. 
EXCL PT XL Axiata Tbk. 
FISH PT FKS Multi Agro Tbk. 
INPC 
PT Bank Artha Graha Internasional 
Tbk. 
ISAT PT Indosat Tbk. 
LPKR PT Lippo Karawaci Tbk. 
MAYA 
PT Bank Mayapada Internasional 
Tbk. 
MEGA PT Bank Mega Tbk. 
MPMX PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. 
PWON PT Pakuwon Jati Tbk. 
SMSM PT Selamat Sempurna Tbk. 
TBIG 
PT Tower Bersama Infrastructure 
Tbk. 
TELE PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. 
TOBA PT Toba Bara Sejahtera Tbk. 
Sumber : Data Sekunder, 2019 
Sampel tersebut dipilih karena memenuhi semua kriteria yang  disesuaikan 
dengan keperluan analisis penelitian. Dalam data diatas terdapat 8 perusahaan 
yang di outlier artinya terdapat 16 laporan tahunan yang tidak dapat digunakan. 
Sehingga jumlah perusahaan yang dapat dijadikan sampel sebanyak 18 
perusahaan. Sedangkan total pengamatan yang dijadikan sampel dalam penelitian 
ini adalah 2 tahun yaitu sebanyak 36 sampel. Berikut data sampel perusahaan 
yang menjadi outlier dalam penelitian :  
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Tabel 4.3. 
Daftar Nama Perusahaan di Outlier 
ASGR PT Astra Graphia Tbk. 
BNII PT Bank Maybank Indonesia Tbk. 
BRPT PT Barito Pasific Tbk. 
BTPN PT Bank BTPN Tbk. 
ITMG PT Indo Tambangraya Megah Tbk. 
MEDC PT Medco Energi Internasional Tbk. 
PGAS PT Perusahaan Gas Negara Tbk. 
TPIA PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 
 
4.2. Pengujian dan Analisis Statistik Deskriptif 
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran dari setiap 
variabel yang digunakan dalam penelitian. Dari analisis tersebut dapat di ketahui 
nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari setiap variabel. Hasil 
pengujian stastistik deskriptif dari variabel Penghindaran Pajak adalah 
kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, derivatif keuangan tahun 2016-
2017 yang disajikan pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.4. 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
CETR 36 ,02 ,44 ,2270 ,09543 
KI 36 ,06 1,00 ,6083 ,25557 
KE 36 21,45 28,15 24,3600 1,36211 
DK 36 -,04 ,06 ,0062 ,01716 
Valid N (listwise) 36     
Sumber : output SPSS 21 (2019) 
Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel diatas, diperoleh informasi 
bahwa setelah dilakukan pengolahan data, dapat dilihat bahwa terdapat jumlah 
data yang valid di dalam penelitian ini adalah sebanyak 36 sampel dengan hasil 
analisis deskriptif sebagai berikut :  
 Berdasarkan uji deskriptif tersebut diperoleh informasi bahwa nilai rata-
rata variabel dependen yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) sebesar 0,2270 
dan standar deviasi bernilai 0,9543. Penghindaran pajak tertinggi sebesar 0,44  
dilakukan oleh PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA) sedangkan penghindaran 
pajak terendah sebesar 0,02 dilakukan oleh PT Pakuwon Jati Tbk  (PWON). 
Standar deviasi yang lebih besar dari mean menunjukan sebaran data variabel 
lebih besar antara penghindaran pajak terendah dan tertinggi. 
 Variabel kepemilikan institusional memiliki rata-rata sebesar 0,6083 dan 
standar deviasi sebesar 0,25557. Nilai maksimum kepemilikan institusional 
sebesar 1,00 yaitu  PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA) sedangkan kepemilikan 
institusional terendah sebesar 0,06 yaitu PT  BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN). 
Standar deviasi yang lebih kecil dari mean menunjukan sebaran data variabel yang 
lebih kecil antara kepemilikan institusional terendah dan tertinggi. 
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 Variabel kompensasi eksekutif memiliki rata-rata 24,3600 dan standar 
deviasi sebesar 1,36211. nilai maksimum sebesar 28,15 yaitu PT Toba Bara 
Sejahtera Tbk (TOBA)  dan nilai minimum sebesar 21,45 yaitu PT Bank Central 
Asia Tbk (BBCA). Standar deviasi yang lebih kecil dari mean menunjukkan 
sebaran data variabel lebih kecil antara kompensasi eksekutif yang terendah dan 
tertinggi. 
 Variabel derivatif keuangan memiliki rata-rata 0,0062 dan standar deviasi 
sebesar 0,01716. Nilai tertinggi derivatif keuangan sebesar 0,06 yaitu PT Tower 
Bersama Infrastucture (TBIG) dan terendah -0,04 adalah PT Toba Bara Sejahtera 
Tbk (TOBA).  Standar deviasi yang lebih besar dari mean menunjukkan sebaran 
data variabel lebih besar antara derivatif keuangan yang terendah dan tertinggi. 
4.2.2. Uji Asumsi Klasik 
Model regresi yang dikatakan baik apabila memenuhi syarat tidak 
mengandung masalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik di dalam penelitian ini 
menggunakan ujian normalitas, uji multikolineritas dan uji heteroskedasitas. 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk menguji data apakah pada metode regresi 
kedua variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi 
normal atau tidak normal (Ghozali, 2006). Untuk mengukur normalitas data  ini 
digunakan dengan menggunakan alat analisis Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 
2016) Apabila probabilitas signifikansi α < 0.05 maka Ho ditolak yang berarti 
bahwa data tidak terdistribusi normal. Namun jika probabilitas signifikansi α > 
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0.05 maka Ho diterima yang berarti data terdistribusi secara normal (Ghozali, 
2016). 
 Sebelum dilakukan pengujian pada program spss lebih lanjut, saat 
pengujian normalitas ditemukan bahwa data terdistribusi tidak nomal. Karena 
hasil uji normalitas tidak menunjukkan normalitas data maka dilakukan uji 
outlier, uji outlier dapat dilakukan dengan menambah data, mentransformasi data 
atau mengurangi data yang bersifat ekstrim. Berikut hasil tabel uji kolmogrov-
smirnov sebelum dilakukan uji outlier data :  
Tabel 4.5. 
Uji Normalitas Sebelum Outlier 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
 Unstandardized 
Residual 
N 52 
Normal Parameters
a,b
 
Mean ,0000000 
Std. Deviation ,38148823 
Most Extreme Differences 
Absolute ,314 
Positive ,314 
Negative -,237 
Kolmogorov-Smirnov Z 2,265 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
       Sumber : output SPSS 21 (2019) 
 
Berdasarkan uji kolmogrov-smirnov dapat diketahui bahwa nilai 
signifikansinya sebesar 0,000 yang berarti < 0,05 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa data tidak terdistribusi secara normal, sehingga pada mode penelitian ini 
tidak memenuhi uji asumsi klasik normalitas. Karena dari uji normalitas 
kolmogrov-smirnov tidak menunjukkan normalitas data maka dilakukan uji 
outlier, uji outlier dapat dilakukan dengan mentransformasi data, menambah data 
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atau dengan mengurangi data yang bersifat ekstrim. Setelah dilakukan uji outlier 
jumlah data yang awalnya berjumlah 52 berkurang menjadi 36. Berikut hasil uji 
normalitas setelah dilakukan outlier :  
Tabel 4.6. 
Uji Normalitas 
                         One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 
36 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 
,0000000 
Std. Deviation ,08451631 
Most Extreme Differences 
Absolute 
,193 
Positive ,135 
Negative -,193 
Kolmogorov-Smirnov Z 
1,157 
Asymp. Sig. (2-tailed) 
,138 
        Sumber : output SPSS 21 (2019) 
Dari tabel 4.5 di atas hasil uji One Sample Kolmogrov Smirnov 
menunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,138, karena nilai signifikansi 
> 0,05 atau (0,138 > 0,005) maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian 
ini terdistribusi normal. 
2. Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 
linier terdapat korelasi antara kesalahan eror pada periode t dengan kesalahan eror 
pada periode t-1 (Ghozali, 2006).  Berikut hasil uji autokorelasi pada model 
regresi. 
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Tabel 4.7. 
Uji Autokorelasi 
Runs Test 
 Unstandardized 
Residual 
Test Value
a
 ,02370 
Cases < Test Value 18 
Cases >= Test Value 18 
Total Cases 36 
Number of Runs 19 
Z ,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 
           Sumber : output SPSS 21 (2019) 
 Berdasarkan tabel diatas hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji 
Run Test menunjukkan nilai asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 1,000. Hal ini 
menunjukan bahwa nilai asymp.Sig. (2-tailed) > 0,05, hal itu berarti bahwa model 
regresi dalam penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejer. Cara untuk  
mendeteksi Uji heteroskedastisitas dengan melihat signifikansi dari masing-
masing variabel. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka model regresi lolos dari 
heteroskedastisitas. Berikut hasil Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini :  
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Tabel 4.8. 
Uji Heteroskedastisitas 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -,169 ,208  -,809 ,424 
KI ,041 ,041 ,177 ,999 ,325 
KE ,008 ,008 ,187 1,001 ,324 
DK ,515 ,633 ,148 ,813 ,422 
Sumber : output SPSS 21 (2019) 
 
Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa nilai 
signifikansi untuk variabel KI (Kepemilikan Institusional) sebesar 0,325 atau > 
0,05 sehingga variabel KI tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Sementara 
untuk variabel KE (Kompensasi Eksekutif) nilai signifikansinya sebesar 0.324 
atau > 0,05 maka variabel KE tidak megalami gejala heteroskedastisitas. Sama 
halnya dengan variabel DK (Derivatif Keuangan) mempunyai nilai signifikansi 
sebesar 0,422 atau lebih besar dari 0,05 sehingga variabel DK lolos uji 
heteroskedastisitas.  
4. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 
menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen. Uji Multikolinearitas 
dapat dilihat melalui nilai tolerance dan nilai variance inflation factor. Apabila 
nilai tolerance > 0,1 atau nilai variance inflation factor < 10 maka model regresi 
lolos Uji Multikolinearitas. Berikut adalah hasil Uji Multikolinearitas :  
 
45 
 
 
 
Tabel 4.9. 
Uji Multikolinearitas 
Coefficients
a
 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
KI ,941 1,063 
KE ,847 1,181 
DK ,889 1,125 
Dependent Variable: CETR 
Sumber : output SPSS 21 (2019) 
 
Berdasarkan tabel Uji Multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai tolerance 
dan nilai VIF untuk variabel KI sebesar 0,941 dan 1,063 atau > 0,1 dan < 10 hal 
ini menandakan bahwa variabel KI lolos Uji Multikolinearitas. Sedangkan untuk 
variabel KE nilai tolerance  dan nilai VIF sebesar 0,847 dan 1,181 atau > 0,1 dan 
< 10 hal ini berarti bahwa variabel KE tidak menunjukkan gejala 
Multikolinearitas. Sama halnya dengan variabel DK yang nilai tolerance dan nilai 
VIF sebesar 0,889 dan 1,125 atau > 0,1 dan < 10 hal ini berarti bahwa variabel 
DK tidak menunjukkan gejala Multikolinearitas. 
4.2.3. Uji Ketepatan Model 
1. Uji F 
 Uji F digunakan untuk melihat apakah model regresi dalam penelitian ini 
sesuai (Fit) atau tidak. Cara untuk melihat uji F ini dengan melihat nilai 
signifikansi dari model regresi. Dikatakan lolos uji F apabila nilai signifikansi < 
0,05 jadi jika model regresi memiliki nilai signifikansi < 0,05 maka model regresi 
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tersebut layak digunakan sebagai penelitian, Berikut adalah tabel uji F dalam 
penelitian ini :  
Tabel 4.10. 
Uji Statistik F 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression ,069 3 ,023 2,934 ,048
b
 
Residual ,250 32 ,008   
Total ,319 35    
a. Dependent Variable: CETR 
b. Predictors: (Constant), DK, KI, KE 
Sumber : output SPSS 21 (2019) 
Berdasarkan tabel uji statistik F diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 
model regresi penelitian ini sebesar 0,048 atau < 0,05 sehingga model penelitian 
ini sudah layak digunakan  dan dapat digunakan untuk pengujian regresi 
berganda. 
2. Uji Koefisien Determinan (R2) 
Uji koefisien determinan (R2) digunakan untuk mengukur kemampuan model 
dalam menjelaskan variabel dependen. Cara untuk melihat uji koefisien 
determinan ini dengan melihat nilai R
2
. Apabila nilai R
2
 mendekati nilai 1 maka 
menunjukkan hubungan kuat variabel independen dan dependen. Berikut adalah 
hasil Uji Koefisien Determinan (R
2
) dalam penelitian ini :  
Tabel 4.11. 
Uji Koefisien Determinan (R2) 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,464
a
 ,216 ,142 ,08839 
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a. Predictors: (Constant), DK, KI, KE 
b. Dependent Variable: CETR 
       Sumber : output SPSS 21 (2019) 
Berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinan (R
2
) dapat diketahui bahwa nilai 
Adjusted R Square sebesar 0,142 atau 14,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 14,2% 
penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel Derivatif Keuangan, Kepemilikan 
Institusional dan Kompensasi Eksekutif. Sementara sisanya 85,8% dipengaruhi 
oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam model penelitian.  
4.2.4. Analisis Regresis Linear Berganda 
Penelitian ini menggunakan variabel indpenden yaitu kompensasi eksekutif, 
kepemilikan institusional dan derivatif keuangan dan variabel dependen yaitu 
penghindaran pajak (Tax Avoidance) berikut adalah hasil uji regresi linear 
berganda dalam penelitian ini : 
Tabel 4.12. 
Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -,104 ,304  -,344 ,733 
KI -,020 ,060 -,055 -,339 ,736 
KE ,015 ,012 ,208 1,225 ,229 
DK -1,923 ,924 -,346 -2,082 ,045 
a. Dependent Variable: CETR 
  Sumber : output SPSS 21 (2019) 
 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi linear berganda 
adalah sebagai berikut :  
CETR =  -0,104 – 0,020 KI + 0,015 KE – 1,923 DK + e  
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Intepretasi :  
1. Nilai konstanta (b0) sebesar -0,104. Hal ini mengindikasikan jika variabel 
lain bernilai 0 maka akan menurunkan penghindaran pajak sebesar -0,104. 
2. Hubungan antara variabel Kepemilikan Institusional dan Penghindaran 
Pajak adalah negatif hal ini menunjukkan dengan semakin besarnya 
kepemilkan institusional maka akan menurunkan penghindaran pajak yang 
dilakukan perusahaan sebesar -0,020.  
3. Hubungan antara variabel Kompensasi Eksekutif dan Penghindaran Pajak 
adalah positif hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kompensasi 
eksekutif maka akan menaikkan penghindaran pajak yang dilakukan 
perusahaan sebesar 0,15. 
4. Hubungan antara variabel Derivatif Keuangan dan Penghindaran Pajak 
adalah negatif hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan 
memiliki derivatif keuangan maka akan menurunkan penghindaran pajak 
perusahaan sebesar -1,923 
4.2.5. Uji Hipotesis (t) 
Uji statistik t ini digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari masing-
masing variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila signifikansi < 
0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap dependen. Berikut adalah 
uji hasil hipotesis dalam penelitian ini : 
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Tabel 4.13. 
Uji Hipotesis (t) 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -,104 ,304  -,344 ,733 
KI -,020 ,060 -,055 -,339 ,736 
KE ,015 ,012 ,208 1,225 ,229 
DK -1,923 ,924 -,346 -2,082 ,045 
a. Dependent Variable: CETR 
  Sumber : output SPSS 21 (2019) 
Berdasarkan data hasil uji hipotesis di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Variabel X1 (Kepemilikan Institusional) memiliki nilai signifikansi sebesar 
0,736 atau > 0,05 hal tersebut menunjukkan bahwa X1 (Kepemilikan 
Institusional) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga 
dalam penelitian ini H1 ditolak.  
2. Variabel X2 ( Kompensasi Eksekutif) memiliki nilai signifikansi sebesar 
0,229 atau > 0,05 hal tersebut menunjukkan bahwa X2 ( Kompensasi 
Eksekutif) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga dalam 
penelitian ini H2 ditolak. 
3. Variabel X3 (Derivatif Keuangan) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,045 
atau < 0,05 hal tersebut menunjukkan bahwa X3 (Derivatif Keuangan) 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  
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4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data 
4.3.1. Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak 
Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu kompensasi eksekutif 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikansi untuk variabel 
kompensasi eksekutif sebesar 0,229 atau > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
variabel kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 
sehingga hipotesis pertama di tolak dan dapat diasumsikan bahwa jumlah 
insentif yang meliputi bonus, gaji, tunjangan serta pembayaran lain yang diterima 
eksekutif tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.  
Eksekutif tidak memandang semakin banyak gaji yang dimiliki eksekutif harus 
menuruti kemauan perusahaan. Banyak eksekutif yang tidak mempedulikan 
perintah untuk melakukan penghindaran pajak. 
Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem bonus dan besarnya gaji yang 
diberikan ternyata kurang memotivasi dalam pengambilan keputusan pajak 
perusahaan. Apabila pemegang saham menginginkan agar manajer bekerja dalam 
tugasnya sebagai seorang agen dengan baik dan menuruti perintah, sistem 
kompensasi sebaiknya diubah dengan menambahkan kompensasi berbasis saham 
(Irawan & Farahmita, 2012). 
Pemberian kompensasi kepada direksi bertujuan untuk meningkatkan 
kinerja perusahaan dengan ikut meningkatnya beban pajak perusahaan, akan tetapi  
peningkatan kinerja ini hanya sebatas peningkatan laba dan efisiensi biaya, namun 
tidak pada efisiensi biaya pajak dan dalam hal ini juga menunjukkan bahwa sistem 
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bonus kurang memotivasi para manajer dalam pengambilan keputusan pajak 
perusahaan yang agresif (Hadi Prayogo & Darsono, 2015). 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Harto (2014) dan 
Hadi Prayogo & Darsono (2015) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif 
tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
4.3.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak 
Hipotesis kedua dalam penelitian yaitu kepemilikan insititusional  
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikansi untuk variabel 
kepemilikan institusional sebesar 0,736 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 
sehingga hipotesis kedua ditolak. Hal ini diasumsikan bahwa besar kecilnya  
kepemilikan institusional belum tentu dapat mempengaruhi dalam kebijakan 
untuk melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan oleh investor-investor 
institusional belum tentu dapat memberikan kontrol untuk menghindari 
manajemen melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan karena 
kepemilikan institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan 
perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga 
dengan ada atau tidaknya kepemilikan institusional penghindaran pajak tetap 
terjadi (Agung, 2016) . 
Kepemilikian institusional merupakan jumlah kepemilikan saham oleh 
institusi diluar kepemilikan saham dewan komisaris perusahaan, yang mana 
pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan serta pengelolaan perusahaan 
namun tidak bisa di pungkiri terkadang pemilik institusional mempercayakan 
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pengawasan serta pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris. (Rahmi, 
2014) 
Besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional tidak membuat praktik 
penghindaran pajak dapat terhindarkan. Kepemilikan institusional harusnya 
memainkan peranan penting dalam membantu, mengawasi, mendisiplinkan dan 
mempengaruhi manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari 
perilaku mementingkan diri sendiri (Amelia & Pratomo, 2017). 
Kepemilikan Institusional untuk memaksimalkan kesejahteraan yang 
terutama pada keuntungan yang akan mereka peroleh pada perusahaan sehingga 
segala kegiatan yang akan merugikan perusahaan termasuk adanya tax avoidance 
yang dilakukan perusahaan. Apabila kegiatan ini menguntungkan bagi 
kesejahteraan kepemilikan institusional maka mereka akan tetap mendukung 
setiap kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan. 
Pemilik institusional mempunyai insentif untuk memastikan bahwa 
manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan 
pemegang saham institusional sehingga hanya fokus terhadap manajemen laba 
bukan penghindaran pajak (Annisa & Kurnisaih, 2012). 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia 
dan Pratomo (2017), Annisa dan Kurnisih (2012), (Rahmi, 2014) dan Reinaldo 
(2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh 
terhadap penghindaran pajak. 
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4.3.3. Pengaruh Derivatif Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak 
Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu derivatif keuangan berpengaruh 
terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikansi untuk variabel derivatif sebesar 
0,045 atau < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa derivatif keuangan berpengaruh 
terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis ketiga diterima. 
Dalam penelitian ini derivatif keuangan berpengaruh negatif terhadap 
penghindaran pajak.  Hal ini terjadi karena di lihat dari hasil analisis data yang 
menunjukkan ada beberapa perbedaan hasil dari perusahaan. Di antaranya yaitu 
perusahaan  PT  Indosat Tbk menunjukkan penggunaan derivatif yang rendah 
yaitu sebesar  -0,00348 maka meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0,28943. 
Sedangkan perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk menunjukkan 
penggunaan derivatif yang  tinggi sebesar 0,05476 maka menurunkan 
penghindaran pajak sebesar 0,04587. Hal ini menunjukkan bahwa derivatif 
keuangan pada suatu perusahaan mampu memberikan pengaruh terhadap 
penghindaran pajak suatu perusahaan. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif, 
kepemilikan institusional, dan derivatif keuangan terhadap penghindaran pajak 
pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017. Sampel 
penelitian ini berjumlah 36 perusahaan dan analisis yang dilakukan menggunakan 
uji regresi berganda. Rata-rata penghindaran pajak dalam obyek penelitian ini 
sebesar 22,70%. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil pengujian yang 
telah dilakukan sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  
2. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
3. Derivatif keuangan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini tentu mempunyai keterbatasan yang menghambat 
hasil penelitian agar sesuai dengan hipotesis yang diajukan sehingga dapat 
dijadikan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.  Keterbatasan tersebut antara 
lain :  
1. Periode penelitian yang terbatas yaitu 2 tahun dari tahun 2016-2017 saja. 
2. Jumlah sampel yang digunakan hanya 36 sampel. 
3. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak sangat banyak, 
dan pada penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel sehingga hanya 
dapat sedikit menjelaskan variabel dependennya. 
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4. Berdasarkan hasil pengujiam koefisien determinasi (R2) yaitu Adjusted R 
Square sebesar 0,142 atau 14,2% sehingga sebesar 85,8% dipengaruhi oleh 
faktor variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
5.3. Saran Penelitan 
Sehubungan dengan adanya keterbatasan pada penelitian yang telah 
disebutkan, maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyajikan hasil 
penelitian yang lebih baik lagi dengan beberapa saran diantaranya : 
1. Penelitian selanjunya disarankan untuk menambah variabel independen yang 
belum terdapat dalam penelitian ini seperti leverage, kompensasi rugi fiskal 
maupun ukuran perusahaan. 
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah pengukuran untuk mengukur 
variabel penghindaran pajak dengan pengukuran lain. Misalnya BTD (Book 
Tax Defferences) atau Tax Planning (TAXPLAN). 
55 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Amelia, M. V., & Pratomo, D. (2017). Leverage terhadap penghindaran  pajak 
(Studi kasus pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 ). 4(2), 1510–1515. 
 
Annisa, N. A., & Kurnisaih, L. (2012). Pengaruh corporate governance terhadap 
Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi & Auditing Universitas Sebelas Maret 
8(2), 95–189. 
 
Ardian, R. D., & Pratomo, D. (2015). Pengaruh  sistem perpajakan dan 
pemeriksaan  pajak  terhadap  pengelapan pajak ( tax evasion ) oleh wajib 
pajak  badan  ( Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung ). 2(3), 
3169–3178. 
 
Armstrong, C. S. dkk. (2015). Corporate governance, incentives, and tax 
avoidance. Journal of Accounting and Economics, 60(1), 1–17. 
https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003 
 
Budiman & Setiyono. (2012). Pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran 
pajak. 
 
Carolina, V. (2014). Karakteristik eksekutif terhadap tax avoidance dengan 
leverage.  Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 18(3), 409–419. Retrieved from 
http://jurkubank.wordpress.com 
 
Dewi, G. A. P., & Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh insentif eksekutif , corporate 
risk dan corporate governance pada tax avoidance. E-Jurnal Akuntansi 
Udayana, 13(1), 50–67. 
 
Donohoe. (2015). Financial derivatives in corporate tax avoidance. American 
Accounting Assosisation, 37-68. 
 
Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long run corporate tax 
avoidance. The Accounting Review, 83(1), 61–82. 
https://doi.org/10.2307/30243511 
 
Farahmita, (2012). Pengaruh kompenasasi manajemen dan corporate 
governance  terhadap manajemen pajak. Universitas Indonesia. 
Ghozali, I. (2013). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. 
Semarang: Universitas Diponegoro. 
 
Hadi Prayogo, K., & Darsono. (2015). Faktor - faktor yang berpengaruh terhadap 
penghindaran  pajak perusahaan.  Diponegoro Journal of Accounting, 4(3), 
1–12. Retrieved from http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting 
56 
 
 
 
 
Harto, U. H. dan P. (2014). Analisis pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan 
saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak 
perusahaan. 3, 1–11. 
 
http://ekonomi.kompas.com. (n.d.). 
Irawan, H. P., & Farahmita, A. (2012). Pengaruh kompensasi manajemen dan 
corporate governance. SNA XV Banjarmasin. 
 
Jensen, C., & Meckling, H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, 
agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 305–
360 
 
Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh return on assets , leverage , 
corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada 
tax avoidance (The effect of return on asset, leverage, corporate governance, 
company size, and fiscal loss compensation in tax avoidance). Jurnal Buletin 
Studi Ekonomi, Vol 18(1), 58–66. 
 
Lasmana, M. (2016). Pengaruh kompetensi eksekutif, ukuran perusahaan, 
komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap tax 
avoidance. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis. 
Lukviarman, S. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. 
Jurnal akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. 
Mangoting, Y. (1999). Tax Planning : Sebuah pengantar sebagai alternatif 
meminimalkan pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Kristen 
Petra, 43-53. 
Mayangsari, C. (2015). Pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham 
eksekutif, preferensi risiko eksekutif dan leverage terhadap penghindaran 
pajak. Faculty of economics Riau University Pekanbaru Indonesia. 
Ngadiman dan Puspitasari. (2014). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, 
dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Jurnal Akuntansi, 
XVIII(03), 408–421. 
 
Nursari, S. (2017). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional 
pada tax avoidance. E-Jurnal Akuntansi, 2088. 
https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17 
 
Octaviana, N. E., & Rohman, A. (2014). Pengaruh agresivitas pajak terhadap 
corporate social responsibility . 03(2009), 1–12. 
Oktavia, O., & Martani, D. (2016). Tingkat pengungkapan dan penggunaan 
derivatif  keuangan dalam aktivitas penghindaran pajak. Jurnal Akuntansi 
DanKeuanganIndonesia,10(2),129–146. 
57 
 
 
 
https://doi.org/10.21002/jaki.2013.07 
 
Pohan. (2009). Analisis pengaruh kepemilikan institusi, rasio tobin Q, akrual 
pilihan, tarif efektif pajak, dan biaya pajak di tunda terhadap penghindaran 
pajak pada perusahaan publik. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi 
dan Keuangan Publik, 113-135. 
Puspitasari, N. d. (2014). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional dan ukuran 
perusahaan terhadap penghindaran pajak . Fakultas Ekonomi Universitas 
Tarumanegara, 408-421. 
Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh modernisasi sistem administrasi 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Akuntansi, 1(2), 1–20. 
 
Reinaldo, R. (2017). Pengaruh leverage, ukuran perusahaan, roa, kepemilikan 
institusional, kompensasi kerugian fiskal dan CSR terhadap tax avoidance. 
Jurnal Faculty of Economics Riau University Pekanbaru, Indonesia. 
Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax 
avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. Jurnal Akuntansi & 
AuditingIndonesia,19(2),85–98. https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1 
 
Sugiyono. (2015). Statistika untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta. 
 
Suminarsasi, W. d. (2011). Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan 
diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan 
pajak (tax evasion) Yogyakarta. PPJK Universitas Gajah Mada. 
Winie, V. (2016). The effect of goood corporate governance on tax avoidance. 
Journal of Accounting Research, 28-38. 
www.kemenkeu.go.id. (n.d.). 
www.merdeka.com. (n.d.). 
www.wartaekonomi.co.id.(n.d.).
58 
 
 
 
L 
A 
M 
P 
I 
R 
A 
N 
59 
 
 
 
Lampiran 1 
JADWAL PENELITIAN 
 
No 
Bulan 
 
Okt-18 Nov-18 Des-18 Jan-19 Feb-19 Juni-19 Juli-19 Agustus-19 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal 
   x x x x                          
2 Konsultasi    x x x x       x x x                 
3 Revisi 
Proposal 
     x x     x x                    
4 Pengumpulan 
Data 
       x X x x                      
5 Analisis Data                    x x x x x         
6 Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
                        x x x      
7 Pendaftaran 
Munaqosah 
                           x     
8 Munaqosah                              x   
9 Revisi Skripsi                               x x 
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Lampiran 2 
Daftar Sampel Perusahaan 
Kode Nama Perusahaan 
BBCA PT Bank Central Asia Tbk. 
BBLD PT Buana Finance Tbk. 
BDMN PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 
BFIN PT BFI Finance Indonesia Tbk 
BNGA PT Bank CIMB Niaga Tbk. 
EXCL PT XL Axiata Tbk. 
FISH PT FKS Multi Agro Tbk. 
INPC 
PT Bank Artha Graha Internasional 
Tbk. 
ISAT PT Indosat Tbk. 
LPKR PT Lippo Karawaci Tbk. 
MAYA 
PT Bank Mayapada Internasional 
Tbk. 
MEGA PT Bank Mega Tbk. 
MPMX PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. 
PWON PT Pakuwon Jati Tbk. 
SMSM PT Selamat Sempurna Tbk. 
TBIG 
PT Tower Bersama Infrastructure 
Tbk. 
TELE PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. 
TOBA PT Toba Bara Sejahtera Tbk. 
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Lampiran 3 
HASIL OLAH DATA SPSS 21 
Uji Statistik Deskriprif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
CETR 
36 ,02 ,44 ,2270 ,09543 
KI 
36 ,06 1,00 ,6083 ,25557 
KE 
36 21,45 28,15 24,3600 1,36211 
DK 
36 -,04 ,06 ,0062 ,01716 
Valid N (listwise) 
36     
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Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 
36 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 
,0000000 
Std. Deviation ,08451631 
Most Extreme Differences 
Absolute 
,193 
Positive ,135 
Negative -,193 
Kolmogorov-Smirnov Z 
1,157 
Asymp. Sig. (2-tailed) 
,138 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Uji Multikolinieritas 
Coefficients
a
 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant) 
  
KI ,941 1,063 
KE ,847 1,181 
DK ,889 1,125 
a. Dependent Variable: CETR 
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Uji Heteroskedastisitas (uji glejser) 
 
  Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 
-,169 ,208  -,809 ,424 
KI ,041 ,041 ,177 ,999 ,325 
KE ,008 ,008 ,187 1,001 ,324 
DK ,515 ,633 ,148 ,813 ,422 
a. Dependent Variable: ABS_UT 
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Uji Statistik F 
ANOVA
a
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
,069 3 ,023 2,934 ,048
b
 
,250 32 ,008   
,319 35    
a. Dependent Variable: CETR 
b. Predictors: (Constant), DK, KI, KE 
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Uji Koefisien Determinasi (R2) 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 
,464
a
 ,216 ,142 ,08839 
a. Predictors: (Constant), DK, KI, KE 
b. Dependent Variable: CETR 
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Uji Hipotesis 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 
-,104 ,304  -,344 ,733 
KI -,020 ,060 -,055 -,339 ,736 
KE ,015 ,012 ,208 1,225 ,229 
DK -1,923 ,924 -,346 -2,082 ,045 
a. Dependent Variable: CETR 
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Uji Autokorelasi 
Runs Test 
 Unstandardized Residual 
Test Value
a
 ,02370 
Cases < Test Value 18 
Cases >= Test Value 18 
Total Cases 36 
Number of Runs 19 
Z ,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 
 
 
 
Lampiran 4 
Item Variabel Dependen dan Variabel Independen 
Derivatif Keuangan  
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Kompensasi Eksekutif  
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Kepemilikan Institusional  
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Penghindaran Pajak (CETR) 
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Lampiran 6 
Hasil Cek Plagiasi 
 
